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PENDAHULUAN

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Dana
Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia
(“DPLK Manulife Indonesia”) ini disusun berdasarkan
amanat dari Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11
Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (“‘UU Dana
Pensiun”), Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU
No. 4/2023"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No
15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun
(“POJK No. 15/2019”), Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan
Kelembagaan Dana Pensiun (“POJK No. 35/2024") dan
Peraturan Dana Pensiun DPLK Manulife Indonesia
Tahun 2021 yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa

Keuangan (“OJK”) dalam suratnya No. KEP-
73/NB.1/2021 tanggal 22 Desember 2021 (“PDP
2021).

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas
mencakup pada hal-hal berikut ini:

1. Kesesuaian Pengelolaan DPLK Manulife
Indonesia terhadap UU Dana Pensiun dan
peraturan yang berlaku lainnya.

2. Kesesuaian Pengelolaan DPLK Manulife
Indonesia terhadap Pedoman Tata Kelola Dana
Pensiun.

3. Pengawasan
investasi.

4. Pengawasan terhadap sistem pengendalian
internal oleh Auditor Internal.

5. Pengawasan terhadap Laporan Keuangan
DPLK Manulife Indonesia.

terhadap pengelolaan hasil

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan oleh
Dewan Pengawas DPLK Manulife Indonesia terhadap
laporan-laporan yang disampaikan, berikut Laporan
Hasil Pengawasan Dewan Pengawas:

1. Kesesuaian Pengelolaan DPLK Manulife
Indonesia terhadap UU Dana Pensiun dan
peraturan yang berlaku lainnya

Dewan Pengawas tidak menemukan adanya
penyimpangan dalam pengelolaan DPLK
Manulife Indonesia. Saat ini Pengurus DPLK
Manulife Indonesia telah melakukan penyesuaian

1.

REPORT ON THE SUPERVISORY DUTIES
OF THE SUPERVISORY BOARD OF
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
MANULIFE INDONESIA
YEAR 2025

PREFACE

The Supervisory Report of Manulife Indonesia

Financial Institution Pension Fund Supervisory

Board (“DPLK Manulife Indonesia”) was
prepared based on the mandate of the Pension

Fund Law Number 11 of 1992 on Pension Funds

(“Pension Fund Law’), Law No. 4 of 2023 on

Development and Strengthening of the Financial

Sector (“Law No. 4/2023”), Financial Services
Authority Regulation No. 15/POJK. 05/2019 on
Good Pension Fund Governance ("POJK No.
15/2019"), Financial ~ Services

Institution of Pension Fund (“POJK No.
35/2024”) and DPLK Manulife
Pension Fund Regulation Year 2021 which has

been ratified by the Financial Services Authority
("OJK") in its letter No. KEP-73/NB.1/2021 dated

22 December 2021 (“PDP 2021”).

Supervision carried out by the Supervisory Board

includes the following:

1. The suitability of DPLK Manulife
Indonesia's management with the
Pension Fund Law and other applicable
regulations.

2. The suitability of DPLK Manulife

Indonesia's Management to the Code of

Pension Fund Governance.

3. Supervision of the management of

investment returns.

4. Supervision of the internal
system by Internal Audiort.

5. Oversight of DPLK Manulife Indonesia’s
Financial Statements.

REPORT ON SUPERVISORY DUTIES

Based on the supervision that has been carried

out by the Supervisory Board of DPLK Manulife
Indonesia's on submitted reports, the following is
the Supervisory Board's Supervisory Report:

1. The suitability of DPLK Manulife
Indonesia’s management with

regulations.

The Supervisory Board found
irregularities in the management of the

DPLK Manulife Indonesia. Currently the

Management of DPLK Manulife Indonesia

Authority
Regulation No. 35 of 2024 on Licensing and

Indonesia

control

the
Pension Fund Law and other applicable

no



atas beberapa ketentuan dalam UU No.4/2023,
yakni struktur DPLK Manulife Indonesia, Usia
Pensiun Normal dan Usia Pensiun Dipercepat
serta pemisahan pencatatan untuk manfaat
pensiun regular (PPIP) dengan manfaat lain.

Kesesuaian Pengelolaan DPLK Manulife
Indonesia terhadap Pedoman Tata Kelola
Dana Pensiun

Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun telah
disesuaikan dengan UU No. 4/2023 dan POJK
35/2024. Pengurus dan Dewan Pengawas telah
melaksanakan rapat secara berkala dan hasil
rapat telah didokumentasikan dalam Risalah
Rapat.

Pada tahun 2025, DPLK Manulife Indonesia telah
mengangkat 4 (empat) orang Anggota Pengurus
serta 2 (dua) orang Anggota Pengawas DPLK
Manulife Indonesia, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang No. 4/2023 dan POJK No.
35/2024.

Pengawasan terhadap pengelolaan hasil
investasi.

Dewan Pengawas menyatakan telah menerima
dan mengevaluasi laporan proses kegiatan
operasi DPLK Manulife Indonesia yang mencakup
kinerja investasi DPLK Manulife Indonesia, yang
terdiri atas kewajaran perbandingan performa
investasi relatif terhadap tolak ukur dan
kesesuaian alokasi penempatan dana investasi
DPLK Manulife Indonesia. Berdasarkan hasil
evaluasi kinerja investasi, maka Dewan
Pengawas dengan ini menyatakan bahwa
Pengurus DPLK Manulife Indonesia telah
melaksanakan pengelolaan dana investasi DPLK
Manulife Indonesia sesuai dengan rencana
investasi tahunan dan peraturan yang berlaku.

Pengawasan terhadap sistem
pengendalian internal oleh Auditor
Internal.

Pada tahun 2025, Auditor Internal telah
menyelesaikan 3  (tiga) audit terhadap
manajemen risiko di PT Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia (“AJMI”) dengan ruang lingkup
termasuk manajemen risiko DPLK Manulife
Indonesia, penjualan dan distribusi pensiun di
AJMI, serta Anti Pencucian Uang / Pencegahan
Pendanaan Teroris (APU/PPT) di DPLK, dengan

has made adjustments to several
provisions in Law No. 4/2023, |l.E. the
structure of DPLK Manulife Indonesia,
Normal Retirement Age and Early
Retirement Age as well as separation for
regular pension benefits (PPIP) registration
from other benefits.

The suitability of DPLK Manulife
Indonesia’s Management to the
Code of Pension Fund Governance.

Pension Fund Governance Guidelines
have been adjusted to Law No. 4/2023 and
POJK No. 35/2024. The Management and
the Supervisory Board has held regular
meetings and the results of the meetings
have been documented in the Minutes of
Meetings.

In 2025, DPLK Manulife Indonesia has
appointed 4 (four) Management Members
and two (2) Members of the Supervisory
Board of DPLK Manulife Indonesia in
accordance with Law No. 4/2023 and
POJK No. 35/2024.

Supervision of the management of
investment returns.

Supervisory Board states that it has
received and evaluated the report on the
operational process of DPLK Manulife
Indonesia which includes the investment
performance of DPLK Manulife Indonesia
consisting of the fairness of the comparison
of investment performance relative to the
benchmark and the suitability of DPLK
Manulife Indonesia’s investment funds
placement. Based on the results of the
investment performance evaluation, the
Supervisory Board hereby states that the
DPLK Manulife Indonesia Management
has carried out the management of DPLK
Manulife Indonesia investment funds in
accordance with the annual investment
plan and prevailing regulations.

Supervision of the internal control
system by Internal Auditor.

In 2025, Internal Auditor has completed
three (3) audits of PT Asuransi Jiwa
Manulife  Indonesia  (‘AJMI’)  Risk
Management which the scope also
includes DPLK Manulife Indonesia Risk
Management, AJMI Pension Sales and
Distribution and DPLK Anti Money
Laundering / Anti-Terrorism Financing



total tujuh (7) temuan yang dilaporkan. DPLK
Manulife Indonesia berkomitmen untuk
meningkatkan kualitasnya dengan memastikan
pelaksanaan pengendalian internal yang
dilakukan oleh Auditor Internal.

5. Pengawasan terhadap Laporan Keuangan
DPLK Manulife Indonesia.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, Pengurus
DPLK Manulife Indonesia bertanggung jawab
atas kepatuhan DPLK Manulife Indonesia
terhadap undang-undang dan  peraturan
pelaksanaannya.

Sebagai bagian dari kepatuhan tersebut, auditor
eksternal telah memeriksa penilaian atas prinsip
akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan
yang dibuat oleh Pengurus DPLK Manulife
Indonesia, serta melakukan penilaian terhadap
penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pendapat dari auditor eksternal selanjutnya telah
menyatakan bahwa laporan keuangan DPLK
Manulife Indonesia disajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pemeriksaan maka Dewan Pengawas
dengan ini menyatakan bahwa Pengurus DPLK Manulife
Indonesia telah melaksanakan pengelolaan dana
program salinan sesuai dengan UU Dana Pensiun, UU
No. 4/2023, POJK No. 15/2019, PDP 2021 dan peraturan
terkait lainnya. Selain itu, sehubungan dengan telah
diterbitkankanya POJK No. 35/2024, maka DPLK
Manulife Indonesia telah melakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Dana Pensiun, Board Manual dan
Pedoman Tata Kelola DPLK Manulife Indonesia.

Demikian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas
ini dibuat dan disampaikan kepada Pendiri DPLK
Manulife  Indonesia untuk dapat diterima dan
ditindaklanjuti.

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas ini dapat
dibuat dalam beberapa salinan dan seluruh salinan
tersebut akan dianggap sebagai satu kesatuan dan
dokumen yang sama.

(AML/ATF), with a total of seven (7)
reportable  issues. DPLK  Manulife
Indonesia is committed to improve its
quality by ensuring the implementation of
internal control by Internal Auditor.

5. Oversight of DPLK Manulife Indonesia’s
Financial Statements.

Based on the applicable laws, the
Management of DPLK Manulife Indonesia
is responsible for ensuring the compliance
of DPLK Manulife Indonesia with respect to
the applicable laws and its implementing
regulations.

As part of the compliance, the external
auditor has reviewed the accounting
principles used and any significant
estimation made by the Management of
DPLK Manulife Indonesia, as well as
evaluating the overall financial statement
presentation.

The opinion of the external auditor has
confirmed that the financial statements of
DPLK Manulife Indonesia are presented
fairly, in all material respects.

CLOSING

Based on the results of the supervisory, the
Supervisory Board hereby states that the
Management Board of DPLK Manulife
Indonesia has carried out the management of
the pension fund programs in accordance with
the Pension Fund Law, Law No. 4 of 2023,
POJK No. 15 of 2019, PDP 2021, and other
related regulations. Furthermore, following the
issuance of POJK No. 35 of 2024, DPLK
Manulife Indonesia has made the necessary
adjustments to the Pension Fund Regulations,
the Board Manual, and the Governance
Guidelines of DPLK Manulife Indonesia.

Thus, this Supervisory Board Supervisory
Report is prepared and submitted to the
Founder of DPLK Manulife Indonesia to be
accepted and followed up.

This Supervisory Board Supervisory Report can
be made in several copies and all copies will be
considered as one unit and the same document.



Dewan Pengawas/ Supervisory Board
DPLK Manulife Indonesia

Nama/Name: Kai-Ping Calvin Chiu
Jabatan/Title: Ketua Pengawas / Chairman of
Supervisory Board

Nama/Name: Yulinda Widianti
Jabatan/Title: Pengawas /| Member of
Supervisory Board



